BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Desa Sukadamai belum termasuk kedalam kampung reforma agraria yang
berarti program reforma agraria di Desa Sukadamai belum dilaksanakan.
Hal ini dikarenakan kegiatan penataan aset dan penataan akses di Desa
Sukadamai belum berjalan dengan baik.

2. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Sukadamai mengalami beberapa
hambatan, yaitu dalam penataan aset terjadi penguasaan tanah dengan
dasar yang masih tumpang tindih dan terjadi ketakutan masyarakat untuk
mensertifikasikan tanahnya. Adapun hambatan dalam penataan akses
adalah belum dibentuknya gugus tugas reforma agraria dikarenakan belum
ada potensi di masyarakat Desa Sukadamai untuk dikembangkan,
ditambah dengan belum terlaksananya penataan aset yang baik di Desa
Sukadamai.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria dan
Kementerian ATR/BPN disarankan agar segera mencari dan memberikan
solusi terhadap permasalahan pelaksanaan reforma agraria baik dari
penataan aset seperti kasus bukti penguasaan tanah yang simpang siur.
Melakukan pencanangan secara serius agar reforma agraria ini dapat

dilaksanakan mengingat masalah mengenai agraria ini telah menjadi



permasalahan lama yang belum terselesaikan sejak Indonesia merdeka.
Selain itu, dengan terlaksananya program reforma agraria ini dapat
mencapai sebuah tujuan dari hukum yakni memberikan jaminan kepastian
hukum yang kelak akan memberikan manfaat terhadap masyarakat
sehingga terjadi suatu keadilan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu,
perlu dilakukan percepatan terhadap pelaksanaan reforma agraria ini.

Kepada aparatur desa Sukadamai disarankan untuk turut andil pula dalam
penyelesaian kendala dan permasalahan belum terlaksananya reforma
agraria di Desa Sukadamai dengan terus mensosialisasikan masyarakat
untuk melegalisasikan asetnya serta mengedukasi masyarakat agar tidak
takut untuk melegalisasikan asetnya karena pada dasarnya adanya reforma
agraria ini membantu untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan

kemanfaatan hukum dalam kehidupan masyarakat.



